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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam penerapan Restorative Justice terhadap anak
yang berkonflik dengan hokum, yaitu pertamaKepolisian memilki
peran sebagai pihak pertama yang menangani suatu perkara yaitu
dengan melaksanakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan serta
proses penerapan Restorative Justice. Kedua menerapkan penyelesaian
dengan Restorative justice dilakukan sebagai penyelesaian suatu
kejahatan melalaui pertemuan mempertemukan antara pelaku dengan
korban, keluarga, dan dari pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan
pembimbing kemasyarakatan. Ketigadalam proses penerapan
Restorative justice kepolisian berperan sebagai mediator agar
tercapainya kesepakatan hukum bersama yang berdasarkan asas
keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Hambatan dalam penerapan penerapan ini terhadap anak yang
memiliki konflik dengan hukum yaitu, Pertama penerapanRestorative
Justice (diversi) hanya dapat dilakukan pada perkara tersebut
sedangkan untuk tindak pidana berat seperti pemerkosaan, pencabulan
dan lain-lain terkadang ada yangmendapatkan kesepakatan diversi dan
ada pula yang tidak, jadi diversi itu dikatakan gagal. Kedua adanya
perbedaan dalam memaknai prinsip keadilan Restoratife (Restorative
Justice) sebagai metode penyelesaian perkar dengan perdamaian, tetapi

makna nya dapat diartikan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi
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semua pihak yang terlibat perkara pidana. Ketiga kurang nya
pemahaman korban dan/keluarga, pelaku dan/atau keluarga pelaku,
tokoh masyakat serta masyarakat setempat berhubungan dengan
penerapan Restorative Justice dalam  penyelesaian  perkara
pidana.Keempatprilaku anggota keluarga seorang korban yang memiiki
anggapan bahwa adanya restorative justice tidak dapat menggantikan
pertanggungjawaban untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh
anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya.
B. Saran

1. Untuk aparat kepolisian lebih baikdiselenggarakan perbaikan secara
internal, khusus dalam membuat standar operasiaonal “prosedur
penanganan tindak pidana.

2. Kepada pihak kepolisian Polres Lombok Tengah untuk meningkatkan
penerapkan restorative justicedengan cara tindak pidana di Kabupaten

Lombok Tengah.
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Praya, September 2021

usan Bersama. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
PRAYA -

di

Praya

— undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
— undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Polisi Nomor - LP /412 [ VIl / 2020 / NTB / Res. Loteng, Tanggal 06

 Berita Acara Keputusan Bersama / Surat Pengambilan

nor 01/ SPKB /1X / 2021 / Reskrim, tanggal 8 September

na Laporan Polisi Nomor : LP / 412/ VIl / 2020 / NTB / Polres Loteng,

20, dengan KORBAN : ELISYA SAFA HAURA dan TERLAPCR

TRI, Pr, TTL Sisik 03 April 2013, alamat Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. .
ng dan NAZIRATUL AINLPr. TTL Menemeng 06 November 2011,

Pringgarata Kab. Loteng.

ersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya
'PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA atas




Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka perlu
memerintahkan kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial
Profesional, Anak dan orang tua/wali untuk melaksanakan Keputusan tersebut; -

Memperhatikan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang:
Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 65
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang ¢
12 (Dua Belas) Tahun.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;---------------
2. Menetapkan Keputusan Penyidik, Pembimbini
al Profesional Nomor : 01/BAKB/IX/20
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II’ENGADII_AN NEGERI PRAYA
R G370 G083 T 9 o el o Tengrs b

- id pidana.pnpraya@gmail.com

PENETAPAN
Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Praya;

Setelah membaca:

1. Surat permohonan Nomor B/1516/IX/2021/Reskrim, tanggal 16 September
2021 dari Penyidik tentang Permohonan Penetapan terhadap Anak:-------- —

1. Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir :

Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

. Nama lengkap
Tempat lahir

Umur/tanggal lahir :

Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

APRILIA SAPUTRI;
Sisik;
8 Tahun/03 April 2013;

Perempuan;

Indonesia;
Dusun Kelana, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata,

Kabupaten Lombok Tengah;

Islam;

NAZIRATUL AINI;
Menemeng;
7 Tahun/06 November 2011;

Perempuan;

Indonesia;
Dusun Kelana, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata,

Kabupaten Lombok Tengah;

Islam;

2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :
tanggal 08 Juli 2021;

W21.EBM-PK.01.04.03-3646,

3. Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial
Profesional Nomor : 01/BAKB/IX/2021/Reskrim, tanggal 6 September 2021;--

Menimbang .....
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2001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada

; P 198401292010121001, jabatan Pembimbing
padaKantor Balai Pemasyarakatan Mataram.
T USANTI, S.Sos.I, NISP 0120.2.2014 jabatan Pendamping Anak di Dinas

Lombok Tengah.
WIYANTORO NUGROHO NRP 79081164, Jabatan Banit PPA SAT

iboknTengah.

/412 [ V111 /2020 / NTB / Res. Loteng, Tanggal 06 Agustus

ara}.axan (thmas ) dari Kantor Balai Pemasyarakatan =
03-3646 Tanggal 08 Juli 2021, ---mszz-mm-m-mommmees 4

Jan keputusan bersama, berupa -
n 06 September 2021 di Kantor Kepolisian Resor
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rsangka, saksi

_ tersangka tidak
DIOSES | ngeluarkan Surat
utusan Bersam :
g Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

idana Anak. :

ndang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
ublik Indonesia.

poran Polisi Nomor : LP / 412 / VIl / 2020 / NTB / Res. Loteng.

tanggal 06 Agustus 2020.

. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Dik / 53.2 / VI 2021/
‘Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.

~ Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :
B-PK.01.04.03-3646 Tanggal 08 Juli 2021 tentang Hasil
enelitian Masyarakat dan Saran dalam penanganan lanjut terhadap
anak berhadapan dengan hukum an. NAZIRATUL AINI DAN APRILIA
'SAPUTRI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ )
412/ VIl /2020 / NTB / Res Loteng, tanggal 08 Agustus 2020. =5

MEMUTUSKAN

nak kepada walinya an. SAHLI untuk pembinaan. anak atas nama -
: APRILIA SAPUTRI

k, 03 April 2013

: Indonesia
: Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. Pringgarata Kab.




